
KEMENTAruAN FENDIDIKAN, KfiBUDAYAAN,
RISET, }AN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA
PRSYINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JaXan I DervaNyoman Oka 34, y { \??d
Tel*pon (0274) 562070, Faksimile 58$667

Laman balaibahasadiy id; Posel

p EMBA HAsAN eArS#Nl&ffm{nAR p E LA yANAN
BAHASA INDO){ESiA BACI pENUTUR ASING (BIpA)

Fada hari inin Senin, t*nggal lima belas, bulan Mei, tahun dua rihu dua puluh tiga, be*empat di
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyg an Okai+. yogyakarm,
telah dilaksanokcn pembahas&n r&nsengan Standar Prleynnan tsahasa Indonesia bagi penuilir Asing
{BIPA) antsra Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESITU dan piha[
Peregguna Pdaynnan yang selonjutnya disebut IIIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah berstpakot dan menyetujui rancangffr Standar
Pelayanan Bahasa Indonesia bagi Fenutur Asing {$lfA) untuk ditetapkan oleh $jabat yang
berwenang.

Beritr Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdosarkan hasil pembahasan sebagaimana
terlarnpir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagairnara msstinya.

Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

PIHAK KEEUA,

s.s", M.M.
2002 Wisma Bah*sa

2. Dr. AriKusmiatun, S.Pd,, M.Hum
APPBIPA Yogyakarta

3" Drs. Suharsono, M.Hum.
Urriversitas Gadah Mada
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAI{ASA
PROYINSI DAERAII ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon {A274) 562070, Faksimile (0274} 580S67

Laman bal aibahasadiy.kemd i kbud.go.id ; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANCAN STANDAR PELAYANAN

UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI}

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta,
telah dilaksanakan pembahasan rancangan $tandar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa lndonesia
antara Penyelenggara Pelayanan yang selaqjutnya disebut PIHAK KESATU dan pihak Pengguna
Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar
Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa lndonesia untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahascn sebagaimana
terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

PIHAK KEDUA,

1. Eko Sunaryo, S.Pd., M.Pd.l
MCMP Indonesia SMA
Kota

2. M.Pd"
Pendidikan Bahasa Dan Sastra
Indonesia Uni versitas Ahmad

3.K ,s.
SMA N I Prambanan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KtrBUDAYAAN,
RISET, DAN TSKNOLOGT

BALAI BATIASA
PROVINSI }AXRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070, Faksimile 9274,580667

Laman balaibahasad iy.kemd i kbud.go. id ; Pose I .go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

AHLI BAHASA

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di
Bslai Bahasa Proviosi Daerah Istimewa Yogyakorta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakart*,
telah dilaksanakan pembahasan rancangan Standar Felayenan Ahli Bahssa antara Penyelenggara
Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHA.K KESATU dan pihak Pengguna Pelayanan yang
sela*jutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar
Pelayanan Ahli Bah*s* untuk diffiapkan oleh pejabat yang berw*nang.

Berits Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana
terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Y l5 Mei2023

rIHAK A,

M"Pd
2002 Reserse Krirninal Khusus

POLNA DIY

3. Eri S"Pd., M.Pd
SD Percobaan 2, Depok,

3. Sigit Purnomo
Pemerintah Kalurahan
Karangasem, Kapanervon Paliyan.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I DewaNyoman Oka34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTII\'EWA YOGYAKARTA

N O M OR I 08 8/r5.6/0T .02.02t2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTITVIEWA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan:

C!*{*r

a.

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta tentang Penetapan standar
Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor g6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun
2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa lndonesia;

5. lnstruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

METVUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALA] BAHASA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
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KESATU Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi
Daerah lstimewa Yogyakarta ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai
Bahasa Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta ini wajib dilaksanakan
oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan,
aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2l Juni2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 1 96801 201 993032002
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
AHLIBAHASA

A. Penyampaian Pelayanan (Serurce Delivery)

NO. URAIAN
1 Persyaratan on mengajukan permohonan layanan ahli bahasa secara tertulis

kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta
dengan alamat sebagai berikut.

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (027a)562070;
Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

Layanan ahli bahasa meliputi penyuluh, penyunting, penerjemah, penjuru
bahasa, pengalihaksara, saksi ahli bahasa, serta juri kebahasaan dan
kesastraan.

2. Pemohon ialah pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
pengacara, swasta, komunitas, atau perorangan.

3. Pemohon berkoordinasi secara intensif dan profesional mengenai
permohonan yang diajukan dengan Balai Bahasa provinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta.

4. Ahli bahasa yang ditunjuk mendapat surat tugas dari Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.

1 . Pemoh

2 Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan
layanan kebahasaan dan kesastraan

Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
mendisposisikan surat permohonan

kepada Kelompok Kepakaran dan
Layanan Profesional [KKLP)

I
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NO. KOMPONEN URAIAN

KKLP membahas isi permohonan

Berdasarkan hasil pembahasan KKLP,
Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY

menunjuk ahli bahasa dengan
menerbitkan surat tugas

Pemohon menerima layanan
kebahasaan

3 Jangka waktu
penyelesaian

Permohonan dilayani paling lama 14 hari kerja setelah ahli bahasa
menerima surat tugas atau sesuai yang tertera di dalam kontrak layanan

4 Biaya/tarif Biaya ditanggung oleh anggaran instansi pemohon (diatur dalam standar
biaya masukan).

5. Produk
layanan a. Materi penyuluhan

b. Suntingan naskah
c. Terjemahan teks
d. Penyediaan tenaga ahli penjurubahasaan
e. Naskah pengalihaksaraan
f. Keterangan ahli bahasa pada berita acara koordinasi
g. Keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan
h. Keterangan ahli bahasa pada persidangan
i. Layanan konsultasi kebahasaan
j. Penilaian dalam penjurian lomba kebahasaan

6. Pengelolaan
pengaduan

1. Pengaduan dan saran disampaikan secara tertulis kepada Kepala
Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.

2. Pengaduan dan saran dapat juga disampaikan melalui
- surat yang ditujukan kepada ...;
- menu Whistle Blowing Sysfem (WBS) pada laman

https://balaibahasad iy. kemd ikbud. go. id ;

- menu SP4N-LAPOR pada laman
https://balaibahasadiy. kemd ikbud.go. id ;

- kolom komentar pada media sosial Balai Bahasa Provinsi DlY.

2
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KOMPONEN URAIAN

Jalan Daksinapati Barat lV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287 , 4700288, 4896558, 4894546
Faksimile (021) 47 50407
Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id

3 daan saran mn uelal S duratPengadu itembuskan Ke Pusatakepada pal
binaanPem atau Pusat uatan dan Pem rdbe n hBaPeng Bad anayaa asa,

an dan inaPemb an BahaSAPengem bang

B Pengelolaan Pelaya nan (hrl a n ufactu ri ng\

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24Tahun 200g tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

2. undang-Undang Nomor 25 Tahun 200g tentang pelayanan publik

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200g tentang penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis

4. Undang-Undang Nomor 1g rahun 2016 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200g tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik

5. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), yaitu pasal 1s4
KUHP, pasal 154a, pasal 156, pasal 156a, serta pasal 157 ayat(1)
dan ayat (2) mengenai penyebaran berita hoaks serta ujaran
kebencian

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2ol2tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200g tentang pelayanan publik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Pengembangan, Pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra,
serta Peningkatan Fungsi Bahasa lndonesia

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman

Standar Pelayanan.

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 2641M12022 tentang Visi, Misi, dan Moto pelayanan publik
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2 Sarana dan
Prasarana

1. Ruang layanan kebahasaan ber-AC

2. Komputer dengan akses internet

3. Ruang penyimpanan dokumen

J

Ced.*
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Printer

5. Mesinfotokopi/pemindai

6. Kotak saran

7. Tempat parkir

8. Toilet

9. Ruang Merokok

10. Musala

11. Ruang laktasi

12. Akses difabel

3 Kompetensi
Pelaksana

Ahli bahasa berkompeten dalam bidang berikut ini:

1. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kebahasaan;

2. memiliki lazah minimal S-1 linguistik (ilmu bahasa);
3. memiliki kompetensi di bidang kebahasaan meliputi sosiolinguistik,

pragmatik, dialektologi, linguistik historis komparatif, wacana kritis,
dan/atau linguistik terapan;

4. memiliki kemampuan menganalisis data kebahasaan dengan
berbagai perspektif dan konteks terbaru;

5. memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi;
6. memahami dan menguasaiteknologi informasi (Tl);

7. memiliki kemahiran berbahasa rndonesia sekurang-kurangnya
Unggul (diukur dengan UKBI); dan

8. melayani secara profesionaldan prima.

4. Pengawasan
lnternal

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta

5 Jumlah pelaksana Semua tenaga teknis KKLP
6 Jaminan

pelayanan
Layanan dilaksanakan dengan cermat, transparan, tidak memihak, dan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Balai Bahasa Provinsi DIY dan pihak pemohon layanan menjamin rahasia
permohonan.

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan oreh tim yang
ditunjuk dalam waktu minimal satu kali setahun untuk menjaga dan
meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional dan prima.

4
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RlSET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
BAHASA INDONESIA BAG! PENUTUR ASING (BIPA)

A. Penyampaian Pelayanan (Service Deliveryl
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan A. Jenis Layanan

Balai Bahasa Provinsi
BIPA-an berupa

1. fasilitasi: informasi, sarana prsarana,
terkait kebijakan,

2. penyediaan bahan ajar.

B. Pengguna Layanan
Pengguna layanan ke-BIPA-an BBY adalah

1. masyarakat umum (bersifat perorangan, dalam dan
luar negeri),

2. lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik di dalam
maupun luar negeri.

C. Persyaratan
1. Semua pengguna layanan dapat memanfaatkan

layanan ke-BIPA-an dari Balai Bahasa provinsi Dly
tanpa persyaratan khusus.

2. Untuk layanan berupa informasi, pengguna layanan
dapat langsung menghubungi Balai Bahasa provinsi
DIY sesuai prosedur yang ada.

3. Untuk layanan di luar informasi ke-BIPA-an pengguna
layanan dapat mengajukan surat permohonan kepada
Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka
34, Yogyakarta 55224; Faksimile: (0274) 580667;
Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id.

DIY memberikan layanan ke-

narasumber

2 Prosedur Balai Bahasa Provinsi DIY memberikan pelayanan ke-BIPA-an
dengan prosedur sebagai berikut.

Layanan Berupa lnformasi

Pengguna layanan langsung datang atau telepon
atau WA

Tim BIPA melaksanakan layanan informasi
ke-BIPA-an

Pengguna layanan menerima informasi ke-BIPA-an
dari Balai Bahasa Provinsi DIY

S*drn:
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NO. KOMPONEN URAIAN
Layanan di Luar lnformasi Ke.BlPA-an

Pengguna layanan mengajukan surat permohonan ke
Balai Bahasa Provinsi DIY atau melalui posel

Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
disposisi kepada tim BIPA (1--3

hari)

Pengguna layanan menerima balasan surat (1--4 hari)

Tim BIPA melaksanakan layanan
ke-BIPA-an

Pengguna layanan menerima layanan ke-BIPA-an
dari Balai Bahasa Provinsi DIY

3 Jangka waktu
penyelesaian

Jangka waktu proses pelayanan maksimal 7 hari kerja atau
menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.

4 Biaya/tarif Seluruh produk pelayanan tidak berbayar

5 Produk
layanan

1. lnformasi ke-BIPA-an
2. Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan ke-BIPA-an
3. Penyediaan narasumber terkait kebijakan ke-BIPA-an
4. Penyediaan bahan ajar BIPA
5. Penyediaan pertemuan akademik ke-BIPA-an

6 Pengelolaan
pengaduan

A. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan saran melalui
saluran sebagai berikut.

1. Tertulis:
b. melalui posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; atau

surat ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi
Daerah lstimewa Yogyakarta, dengan alamat Jalan I

Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224; atau
faksimile (027 4) 580667;

c. melalui menu pengaduan di laman
balaibahasadiy. kemdikbud.go.id ;

d. melalui WA SIAGA BAHASA 081390104302
2. Lisan:

a. melalui nomor telepon: (0274) 562070;
b. datang langsung ke Balai Bahasa Provinsi DIY

B. BBY melakukan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan
BIPA secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan atas
pelayanan melalui kuesioner

Cxil*
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KEMENTER]AN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
TES UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI} ADAPTIF

A. Penyampaian Pelayanan (Service Deliveryl
NO KOMPONEN
1 Persyaratan Akses ldentitas

(pendaftaran se
1

2
3

4

5
6

7

8

peserta uji di laman ukbi.kemdikbud.go.id
cara individu atau kolektif).

Pasfoto berwarna terbaru, format jpeg, maksimal 500 kb.
Nomor identitas diri dan fail kartu identitas yang sah
(KTP/Paspor/SlM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari
Sekolah), format jpeg, maksimal 500 kb.
Posel aktif setiap calon peserta untuk pembuatan akun
UKBI.
Bukti pembayaran diunggah melalui akun yang didaftarkan.
Perangkat komputer/laptop yang disertai kamera aktif
(internal/eksternal), perangkat jemala (/readsef), dan dapat
terhubung internet. Tidak disarankan menggunakan telepon
genggam (gawai).
Memiliki jaringan internet memadai, minimal dengan
kecepatanl0 mbps per unit perangkat.
Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kemampuan jaringan yang dimiliki.
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NO. KOMPONEN URAIAN

Peserta uji mengakses laman ukbi.kemdikbud.go.id dan
membuat akun di dalamnya, atau menjadwalkan

kembali UKBI pada akun yang sudah dimiliki

Tim UKBI Pusat memverifikasi
dokumen pemohon

Peserta uji menerima balasan surat elektronik atau
menerima notifikasi untuk verifikasi akunnya dan atau

melakukan pembayaran

2 Prosedur

s
Tim UKBI Pusat memverifikasi berkas pembayaran

Peserta uji melaksanakan UKBI sesuai dengan jadwal yang
ditentukan

3 Jangka waktu
penyelesaian

1.P
2.P

d

roses verifikasi dilakukan oleh sistem secara otomatis.
enerbitan sertifikat paling lama 14 hari kerja setelah tes
ilaksanakan

4 Biaya/tarif Sesuai dengan PNBP (PP Nomor 22Tahun 2023)
A. Warga Negara lndonesia

1. Umum Rp300.000,00 per orang per ujian
2. Mahasiswa Rp100.000,00 per orang per ujian
3. Pelajar RpO,00 per orang per ujian

B. Warga Negara Asing
1. Umum Rp1.000.000,00 per orang per ujian
2. Mahasiswa Rp500.000,00 per orang per ujian
3. Pelajar Rp250.000,00 per orang per ujian

5 Produk
layanan

Sertifikat-el UKBI
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NO. URAIAN
6 Pengelolaan

pengaduan
Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara terturis
surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKB
Bahasa Provinsi Daerah lstimewa %gyaklrta atau 

-
saluran ukbi.bby@gmail.com

2. Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung
jawab UKBI Pusat
Pusat Pembinaan

Jalan Daksinapati Barat lV Rawamangun
Pos-el: layanan. ukbi@kemdikbud.qo. id,
ukbi.pusbin.badanbahasa@qmail.tom dan
Laman ukbi.kemdikbud.go. id
Telepon: (021) 4896558 pesawat 2212

3. Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh
pemangku kebijakan (pusat/Daerah)

1 melalui
I Balai
melalui

B. PengelolaanPelayanan (Arlanufacturing)

NO KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor g6 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O1r4 tentang
Pengembangan, Pembinaan, dan pelindungan Bahasa
dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa tndonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 2OZ3 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian pendidikan dan
Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa
lndonesia

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1S Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509 tahun 2O1g
tentang Persetujuan Penggunaan Sebagaian Dana pNBp
pada Kemendikbud.

2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau
fasilitas

1. Aplikasi pengujian daring
2. Buku panduan pendaftaran UKBI

3. Ruang tamu, meja, dan kursi
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NO KOMPONEN URA!AN

Kotak saran

Ruang uji ber-AC
Toilet

Ruang Merokok

Musala

4

5

6

7

8

I

Komputer dengan akses internet

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan
2. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji

kemahiran berbahasa lndonesia;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji

Kemahiran Berbahasa lndonesia;
4. Memahami informasi bidang kebahasaan;
5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi;
6. Memahami dan menguasai Teknologilnformasi (Tl);
7. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan;
8. Memiliki kemahiran berbahasa lndonesia sekurang-

kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI)

4 Pengawasan
lnternal

Penanggung jawab TUKBI
(Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta)

5 Jumlah
pelaksana

Tiga orang, terdiri atas anggota KKLP UKBI dan tenaga
administrasi

6 Jaminan
pelayanan

UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

hanya diberikan kepada yang bersangkutan
melalui pos-el atau akun UKBI peserta bagi peserta yang
menyelesaikan tes dan tidak melakukan kecurangan.

Sertifikat-el

8 Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal
1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan
meningkatkan kinerja pelayanan.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN'EAHNSN
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

A. Penyampaian Pelayanan (Servic e Deliveryl
NO KOMPONEN URAIAN

Persyaratan

surat yang ditujukan kepada kepala
Dewa Nyoman Oka 34, yogyakarta

'n: (0274) 562070; Faksimite: (0274)
: balaibahasadiy@kemdikbud.qo. id

1 Bala hBa asa P rov SIn D m me eb ri ka n dn ma npe d ap nga kepa
me ab em ntan h ko um itan S a a mu a lapega tka mu umya

Per2 onmoh n la na e amnd na ESyan p taua SOSIAgpin SA S KBU
ke daa aB a Ba ASh Pr,OVp NS eDa rah st Ymewa ka drta a togya pa

em a u d en na a ma atg
aJ a n 5 4522,

Telepo 580667
Pos- e

T,3 me at n akan ikad nap ya Ste KBU hg dj rua S eters dia na n nag
mko ute br rkae me ra da n rae np tka ap dseheag jema f)

4 sertaPe u si fat tna d idV du aya ng m me ntany e dn mapa p p ngan
a u n d Ba Blai ha aAS roP nVI S Dngs g a rae h st tmewa Y ka rtaogya

2 Prosedur
KBIUPengguna suratmengajukan permohonan pelayanan
atautes sosiallsasipendampingan U melalui suratKBI dan(kelompok)

ataudatang (individu)langsung surat-menyurat.

Kepala Balai Bahasa ProvinsiDly
menyetujui/tidak menyetujui

Pemohon menerima pemberitahuan

Tim UKBI melaksanakan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI

Pemohon menerima pelayanan tim UKBI
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NO KOMPONEN URAIAN
3 Jangka waktu

penyelesaian
Permohona
hasil koordi

n akan diproses 2*14 hari kerja atau sesuai dengan
nasi antara pemohon dan tim UKBI.

4 Biaya/tarif riaya pendampingan/sosialisasi ditanggung oleh Balai Bahasa
erdasarkan ketersediaan anggaran

Biaya. pendampingan/sosiarisasi dapat ditanggung oreh pihak
pemohon

2

1, B
[,

5 Produk
layanan

1. Sosialisasi UKBI
2. Konsultasi penyelenggaraan UKBI
3. Pendampingan tes UKBI

6 Pengelolaan
pengaduan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis mel
yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai
Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta atau melalui
ukbi.bbv@qmail.com

2. l"nqr9.yA. ^dan 
saran di atas ditembuskan kepada penanggung

jawab UKBI Pusat
Pusat Pembinaan

Jalan Daksinapati Barat lV, Rawamangun
Pos-el: lavanan. ukbi@kemdikbud.qo.id,

dun
Laman ukbi.kemdikbud.go.id
Telepon:(021 ) 4890558 pesawat 2212

3. Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh
pemangku kebijakan (PusaUDaerah)

1 alui surat
Bahasa
saluran

B. PengelolaanPelayanan (Manufacturing)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negaraserta Lagu
Kebangsaan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 fahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa
dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa lndonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian pendidikan dan
Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa
lndonesia

s#a$:

ffiiffiM s#&.l'larfdry,m**1

?



NO KOMPONEN URAIAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509 tahun 2o1g
tentang Persetujuan penggunaan Sebagaian Dana
PNBP pada Kemendikbud.

7

8

eratuP r'an teMen n dPen a u n na la rtu Nya g faa ad nApa eg
rmRefo as roBi k taS N omo r T51 ha nu 2 10 te tan4 ng

Ped o am n Standa Pelr a nayan

2 Sarana dan
Prasaranadan/
atau fasilitas

1. Aplikasi pengujian daring
2. Buku panduan pendaftaran UKBI
3. Ruang tamu, meja, dan kursi
4. Komputer dengan akses internet
5. Kotak saran

6. Ruang uji ber-AC

7. Toilet

L Ruang merokok

9. Musala

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan
2. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji

kemahiran berbahasa lndonesia;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji

Kemahiran Berbahasa lndonesia;
4. Memahami informasi bidang kebahasaan;
5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi;
6. Memahami dan menguasaiTeknologi lnformasi (Tl);
7. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan;
8. Memiliki kemahiran berbahasa lndonesia sekurang-

kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI)

4 Pengawasan
lnternal

Penanggung jawab TUKBI
(Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa y karta)

5 Jumlah
pelaksana

ga orang terdiri atas anggota KKLP UKBI dan tenagaTi
administrasi

6 Jaminan
pelayanan

UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Pelayanan prima

8 Evaluasikinerjap
elaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal
1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan
meningkatkan kinerja pelayanan.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, yogyakart a 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 590667

balaibahasad iy. kemd ikbud. go. id ; pos-el balaibahasad iy@kemd ikbud. go. id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

N Ot\40R l 089/rs.6/0T .02.02t2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dngan asas penyelenggaraan pemerindhan yang
baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengluni
jasa pelayanan,,setiap penyetenggara pelayanan publik-wajib
menetapkan maklu mat pelayanan 

;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta tentang penetapan
Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta.

1. Undang-Undang Nomor2b rahun 2009 tentang perayanan publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 503g);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012tentang pelaksanaan
undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang perayanan pubtik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 21s);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman
Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun
2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa !ndonesia;

5. lnstruksiMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

6. Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 1059/14.6/KP.08.00/2021 tentang Standar
Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta.

Mengingat

Laman
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEpurusAN KEPALA BALAr BAHASA pRovrNsr DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG prruernpnr.r MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI ONTNNN ISTII\/IEWAYOGYAKARTA

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa provinsi Daerah lstimewaYogyakarta sebagaimana tercantum dalam r-ampiran Vrng merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai'Bahasa provinsi
Daerah lstimewa yogyakarta ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi MaklumatPelayanan sebagaimana dimakiud paOa diktum kesatu tersebut,
selu.ruh jajaran Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta
waji b memperh ati ka n keten tu an peratu ran peru n dan g -u n dan gian yilg
berlaku dan meningkatkan pengetotaan resiko (isk management)
den gan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2l luni2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
N lP 1 96801 201 993032002
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :1089/15.61CI.02.022023
TANGGAL :21 Jwi2023
TENTANG : ]VIAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH

ISTITVEWA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERKOMITMEN

UNTUK MEMBER]KAN LAYANAN PRIMA

SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN.

APABILATIDAK MENEPATI KOMITIVIEN INI, KAIVI SIAP MENERIMA SANKSI

SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yogyakarta, 2l Jani 2023

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NrP 1 96801 201 993032002
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